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RINGKASAN

Masalah Kependudukan merupakan persoalan mendasar dalam proses 
pembangunan bangsa. Aktivitas pembangunan kita akan selalu berkitan dengan 
penduduk, karena selain menjadi subyek, penduduk juga sekaligus menjadi objek 
dari pembangunan itu sendiri. Semua yang berhubungan dengan kependudukan 
oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Dan Catan Sipil memberikan 
semua bentuk pelayanan kepada masyarakat hal ini berbanding lurus dengan 
peran pemerintah sebagai pelayan public.

Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui standar dan prosedur 
Pelayanan akte kelahiran, (2) mengetahui penerapan etika proses pelayanan akte 
kelahiran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) 
mengetahui faktor-faktor penghambat etika proses pelayanan akte kelahiran dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilaksanakan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik, antara lain : (1) wawancara mendalam, (2) observasi 
partisipan, dan (3) studi dokumentasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Standar Pelayanan dan Etika sudah 
sesuai dengan Keputusan DISPENDUKCAPIL Kota Malang Nomor : 
188.45/180/35.73.316/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis 
Pelayanan Administrasi.

Kata Kunci : Etika Pelayanan, Tata Kelola



BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. 

Pelayanan publik yang baik, akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan 

kepuasan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat seyogyangya bahwa 

masyarakat benar-benar menikmati dengan penuh bersahaja karena semestinya 

masyarakat tidak boleh merasa tertekan dalam menghadapi situasi dan kondisi 

dalam pelayanan tersebut. Oleh karenanya dalam pelayanan pemerintah telah 

menetapkan berbagai standar-standar pelayanan untuk mewujudkan tatakelola 

pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 meliputi: 

Dasar hukum, Persyaratan dalam Pelayanan Publik, Sistem Mekanisme dan 

prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Sarana, prasarana, dan lain-lain.

 Dasar Hukum; bahwa dalam pelayanan public itu adanya  keterlibatan 

antara  petugas yang memberikan pelayanan dan masyarakat pengguna jasa 

pelayanan tersebut yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan sehingga masing-

masing pihak menyadari akan wilalayah atau domainnya sendiri. Hal ini akan 

berdampak positif dalam lalu lintas dalam pelayanan sehingga akan dengan 

dengan kita melihat bahwa pelayanan yang seperti apa yang dapat dikatakan 

pelayanan public agar dapat terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik. 

Hukum tentu menjadi penglima dalam semua aspek menyangkut dengan urusan 

administrasi, oleh karena kesadaran akan hukum merupakan indicator ukuran 



demi kelancaran dalam proses pelayanan pada system adminitrasi pemerintahan 

kita. Penyelenggara pelyanan public adalah setiap institusi penyelenggara Negara. 

Untuk itu sebagai institusi penyelenggara Negara maka dalam memberikan 

pelayanan kepada segenap warga masyarakat benar-benar harus memenuhi unsur-

unsur seperti etika dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat yang 

mendapat pelayanan tidak merasa kecewa dengan apa yang mereka rasakan. 

Persyaratan dalam pelayanan publik; tentu disini masing-masing pihak harus 

memhami segala kenetuan dalam pelayanan tersebut hal ini agar dalam bidang 

pelayanan tidak mengalami hambatan apapun, tentu ini yang kita kehendaki 

bersma agar segala urusan menjadi lancar, maka semua persyaratan apapun harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak seperti kita yang mengurus akte kelahiran 

anak maka sebagai persyaratan utama harus kita siapkan terlebih dahulu, segala 

administrasi surat menyurat dan lain sebagainya, sehingga tidak menyulitkan 

petugas dalam memproses segala berkas yang kita butuhkan. Hal ini karena 

petugas yang melayani adminisstrasi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku pada instnsi tersebut. Sistem 

Mekanisme Dan Prosedur; Dalam pelayanan public maka siapapun yang 

berurusan dalam hal ini baik petugas maupun masyarakat sebagai pengguna jasa 

layanan dari pemeritah tentu harus memahami apa yang kita sebut dengan 

mekanisme dan prosedur. Jadi kita harus mengetahui Standar Operasional 

Prosedur yang semua warga Negara tidak mungkin lolos dari urusan status 

kewarganegaraanya. Jadi Sistem, mekanisme dan prosedur menjadi sesuatu yang 

mutlak ditaati oleh semua warga Negara yang hendak mengurus administrasi 



kependudukan. Jangka waktu penyelesaiaan; dalam mengurus administrasi 

kependudukan maka jangka waktu penyelesaianya harus benar-benar bisa 

memberikan kepeastian kepada seluruh warga  agar masyarakat tidak bingung dan 

cemas dalam mengurusi administrasi tersebut. Prinsip pelayanan public untuk 

mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik maka pelayanan harus berdasarkan 

ketentuan yang ada seperti waktu penyelesaiainya. Misalkan sesuatu yang bisa 

dikerjakan dengan cepat mengapa harus dibuat lama karena hal ini akan 

mengecewakan orang banyak dan etika yang baik dalam pelayanan public harus 

tetap terjaga dan tidak boleh diabaikan. Jangka waktu disini bahwa kita sebagai 

warga masyarakat juga harus bisa mengerti dengan situasi dan kondisi petugas; 

bahwa apa yang dikerjakan petugas tidak hanya kita seorang, selain kita tentu 

semua orang juga perlu mendapat pelayanan serupa. Biaya/tariff; prinsip 

pelayanan public pada umumnya adalah cepat, tepat dan murah. Untuk 

mewujudkan pemerintah yang baik tentu dalam administrsi kependudukan sudah 

mempunyai ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Negara kita hinggga hari ini tidak dikenakan biaya 

apapun karena sudah prinsipnya sebagai pelayanan public artinya yang dilayani 

adalah warga negaranya sendiri, maka apapun untuk kepentingan warga Negara 

pemerintah siap melakukan apapun dan secara sadar kebijakan tentang tariff atau 

biaya administrasi yang memang tidak boleh ada pungutan apapun. Sarana 

prasarana: Untuk memnuhi standar pelayanan yang baik maka sarana dan 

prasaran juga harus mendukung, bila tidak sesuai dengan standar maka tentu tidak 

akan bisa maksiml dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu 



Negara dalam hal ini Dinas KepdudukannDan Catataan Sipil Kota Malang harus 

bisa meyiapkan infrastruktur yang berkaitan dengan kerja pelayanan tersebut. 

Sarana prasarana pendukung seperti Selain orang-orang yang ahli pada 

biadangnya seperti IT karena semua pemberkasanya menggunakan teknogi. Selain 

itu juga diperlukan fasilitas lain seperti ruang tunggu yang memadai, petugas yang 

ramah dan selalu menebarkan senyum kepada semua masyarakat yang mengurus 

surat-menyurat sehingga semua orang merasa nyaman dengan apa yang mereka 

dapat dari para petugas Dispendukcapil tersebut. Dan lain-lain Jika semua unsur-

unsur diatas terpenuhi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang 

maka etika pelayanan public dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baru 

bisa terwujud

Dinas Kependudukan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas 

pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan,. 

Namun demikian dalam memberikan pelayanan tak jarang memunculkan 

kekecewaan karena pelayanan yang diberikan oleh petugas belum sesuai dengan 

harapan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat yang diindikasikan oleh masih 

adanya tebang pilih dalam pelayanannya. Atas dasar latar helakang inilah maka 

penelitian .ini mengambil judul “Peranan Etika Pelayanan Publik dalam 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) (Studi 

Pada Proses Pelayanan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan 



masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah standar dan prosedur pelayanan Akte kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

2. Bagaimanakah penerapan etika proses pelayanan Akte kelahiran dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Apa sajakah faktor penghambat dalam proses pelayanan akte kelahiran di 

Dinas Kependudukan Kota Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui standar dan prosedur pelayanan Akte kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

2. Mengetahui penerapan etika proses pelayanan akte kelahiran dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang.

3. Mengetahui faktor penghambat etika proses pelayanan akte kelahiran di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagaimana berikut ini,

1. Manfaat Teoritis: Untuk Pengembangan keilmuan dan tenplogi untuk 

kemaslahatan orang banyak serta memberikan tambahan informasi terkait 

etika pelayanan publik dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan Good 

Governance.



2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi kebijakan pelayanan public 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
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